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a. Wahyu Joko Putranto (2016) 

Penelitian yang di lakukan oleh Wahyu joko putranto dengan judul 

implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di pemerintah kota 

Bandung. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sarana dan 

prasarana pendukung yang kurang memadai dalam mengimplementasikan 

kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota 

Bandung, termasuk di dalamnya anggaran, seharusnya menjadi perhatian 

penting dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat dalam 

pencocokan dan klarifikasi data awal serta cek fisik pembuktian keberadaan 

suatu barang milik daerah.Berkaitan dengan ketersediaan dan kurang 

akuratnya data dan informasi mengenai barang milik darah pada Sekretariat 

Daerah Kota Bandung, mulai dari pengadaan, inventarisasi, penilaian dan 

penghapusan barang milik daerah, termasuk data data aset yang rusak berat 

pada msing masing unit kerja dapat diatasi dengan diterapkannya Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang dalam pelaksanaan 

inventarisasi pada semua Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung. 

Laporan Inventarisasi dan penilaian barang milik daerah yang belum 

tertib pada, baik waktu, prosedur, dan ketepatannya, termasuk penyelesaian 

tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Daerah dan Hasil Temuan BPK, 

serta monitoring dan evaluasi penertiban barang milik daerah oleh Unit Kerja 

di Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat diselesaikan melalui koordinasi  

di internal Sekretariat Daerah Kota Bandung antara penyusunan laporan 

keuangan dengan pengurus barang selaku penanggung jawab barang milik 

daerah, oleh karena itu diperlukan adanya penyatuan organisasi antara 

pengurus barang dan bendahara pengeluaran pada Unit Kerja di Sekretariat 

Daerah Kota Bandung.  

b. Masadib Akmal Vyandri (2014) 

Penelitian yang di lakukan oleh Masadib Akmal Vyandri dengan 

judul Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan Di Kota Surabaya, hasil 

penelitian ini adalah Sosialisasi dilakukan pertama ke para pemberi 

pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Dinas Kesehatan 

menyampaikan bagaimana prosedur dan pelayanan kesehatan apa saja yang 

akan diberikan dan juga fasilitas kesehatan. Sosialisasi ke masyarakat dengan 

mendatangi mendatangi setiap kelurahan di Surabaya kemudian mengundang 

tokoh – tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang BPJS 

termasuk anggota PBI, bagaimana persyaratannya, pendaftaran, pelayanan 

kesehatan apa yang diberikan, dll. Setelah itu diharapkan para tokoh 

masyarakat akan menyebarkannya. Komunikasi antara pihak pelaksana 
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program, pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan kelompok sasaran 

(masyarakat umum) dilakukan kurang baik dan kurang efektif yang ditandai 

masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti BPJS Kesehatan anggota 

PBI. Sumberdaya untuk implementasi kebijakan BPJS Kesehatan untuk 

anggota PBI dirrasa sudah cukup memadai baik sumberdaya manusia 

pelaksana maupun sumberdaya finansial (biaya/anggaran). Jumlah 

Puskesmas di Surabaya sudah cukup untuk melayani anggota PBI, SDM 

pihak pelaksana program dan pihak pemberi pelayanan sudah cukup 

memadai. Sumber daya finansial yang merupakan anggaran untuk 

menunjang kebijakan/program ini juga telah cukup memadai karena 

semuanya telah didanai oleh APBD. Disposisi atau karakteristik yang 

dimiliki oleh pihak pelaksana program dan pihak pemberi pelayanan sudah 

baik. Respon keluhan dan pelayanan baik dari Dinas Kesehatan dan 

Bapemas telah berkomitmen untuk melaksanakan program JKN untuk 

anggota PBI. Struktur birokrasi implementasi standar operasional prosedur 

dalam pelayanan BPJS Kesehatan untuk anggota PBI sudah jelas. 

Dinyatakan dengan jelas bahwa Pemerintah Surabaya membayar iuran 

kepada BPJS Kesehatan dan jika belum terdaftar, maka pembyaran bisa 

dengan melalui jalur klaim. 

c. Ida Anggrian, Meiffa Herfianti (2015) 

Penelitian yang di lakukan oleh Ida Anggrian dan Meiffa Herfianti 

dengan judul implementasi standar operasional prosedur (sop) pelayanan 

akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan  sipil kota bengkulu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan akta kelahiran 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sudah sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini 

dapat dilihat dari tahap-tahap pelaksanaan yaitu mulai dari persiapan mulai 

dari sosialisasi dan penyatuan visi/misi kepada pegawai, persiapan teknisnya 

baik dari segi peralatan dan perlengkapan pelayanan, persiapan administrasi 

dan persiapan staf dan pembagian tugas yang dilakukan oleh kepala bidang 

dan kepala dinas dalam kegiatan rutin rapat staf.  Dalam pelaksanaan 

pelayanan penerbitan akta kelahiran, ada beberapa dokumen yang harus 

diganti terlebih dahulu yaitu: penambahan nama anggota baru di dalam Kartu 

Keluarga (KK) sehingga anggota baru bisa mendapatkan NIK (Nomor Induk 

Kependudukan), dokumen seperti nama orang tua di KK harus sama dengan 

buku nikah dan lain-lain. Hal seperti ini lah yang membuat masyarakat 

bolak-balik untuk mengurus berkas-berkas yang belum lengkap, sehingga 

menganggap bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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mempersulit masyarakat dan menganggap bahwa urusan dalam membuat 

akta kelahiran berbelit-belit dan semacamnya. Padahal hal tersebut 

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pemohon agar 

dapat memperoleh akta kelahiran. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan 

yang telah dilakukan, setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi dari 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilaksanakan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Sebagaimana 

disampaikan informasi bahwa rapat staf dilakukan tiga bulan sekali untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan mencari solusi dalam 

memberikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada 

masyarakat. Begitu pula pada tahap implementasi SOP yang telah berjalan 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan mulai dari penerimaan berkas 

permohonan penerbitan akta kelahiran, verifikasi berkas, pengagendaan dan 

pengumpulan berkas kemudian input data dan cetak blanko kutipan akta 

kelahiran, tahap pemeriksaan, pemarafan dan penandatanganan kutipan akta 

kelahiran telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

d. Monalisa Eirene Pinontoan, Salmin Dengo, Joorie Ruru (2015) 

Penelitian yang di lakukan oleh Monalisa Eirene Pinontoan, Salmin 

Dengo, dan Joorie Ruru dengan judul implementasi standar operasional 

prosedur dalam pelayanan bpjs kesehatan di rsu prof. dr. kandou manado 

disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

implementasi standar operasional prosedur dalam pelayanan BPJS Kesehatan 

di RSU Prof.Dr.Kandou Manado. Dengan mengacu pada teori/model 

implementasi dari EdwardIII, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan : 

Komunikasi antara pihak pelaksana program yakni BPJS Kesehatan Manado, 

pihak pemberi pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Prof.Dr.Kandou) dengan 

kelompok sasaran (masyarakat umum) dilakukan cukup baik dan efektif. 

Sosialisasi program yang dilakukan berupa sosialisasi secara langsung/tatap 

muka dengan masyarakat baik di kecamatan,kelurahan maupun lingkungan 

masyarakat.Sosialisasi juga dilakukan melalui media elektronik,pemasangan 

standing banner,spanduk dan brosur di kantor BPJS Kesehatan Manado dan 

RSU Prof.Dr.Kandou Manado.Pertemuan rutin juga dilaksanakan agar 

komunikasi antara pihak pelaksana program dan pemberi pelayanan berjalan 

efektif. Sumberdaya untuk implementasi standar operasional prosedur 

pelayanan BPJS Kesehatan sudah cukup memadai baik sumberdaya manusia 

pelaksana maupun sumberdaya finansial (biaya/anggaran). SDM pihak 

pelaksana program dan pihak pemberi pelayanan sudah cukup memadai baik 

dari segi kuantitas dan kualitas. Sumber daya finansial yang merupakan 
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anggaran untuk menunjang kebijakan/program ini juga telah cukup memadai 

karena semuanya telah di atur dalam APBN. Disposisi atau karakteristik 

yang dimiliki oleh pihak pelaksana program dan pihak pemberi pelayanan 

sudah baik.Mengingat pelaksanaan program BPJS Kesehatan di RSU Prof 

Kandou oleh pihak terkait cukup konsisten sehingga keberlangsungan 

kebijakan/program yang ada telah berjalan cukup efektif dan efisien. Struktur 

birokrasi implementasi standar operasional prosedur dalam pelayanan BPJS 

Kesehatan sudah tertata dengan baik.Baik dari susunan unit-unit kerja,tugas 

masing-masing komponen dengan fungsinya,tanggung jawab dalam 

melaksanakan dan memberikan program pelayanan serta penerapan SOP 

pelayanan BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan berjalan cukup efektif dan 

efisien. 

e. Ekawaty, Elysa (2013) 

Penelitian yang di lakukan oleh Ekawati dan Elysa yang berjudul 

Kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah (Studi Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Standar Operasional Prosedur di Kabupaten Sukamara.  Hasil penelitian ini 

menunjukan : Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara telah berjalan 

sesuai dengan harapan, baik implementasi dalam sikap, Komunikasi, 

Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. SOP yang ada secara langsung telah 

memperbaiki proses internal perilaku dalam peningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-

faktor komunikasi, sikap (disposisi) , sumberdaya dan struktur birokrasi yang 

menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan itu sendiri. 

Ketika kebijakan baru diimplementasikan telah terjadi perubahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. Suatu program dapat 

terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumberdaya yang memadai 

dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, sarana dan prasarana 

pendukung lainnya. Sebagai upaya memberi saran/masukan kepada 

pengambilan kebijakan, dalam rangka optimalisasi kebijakan SOP pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kebijakan 

 Daalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan di artikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 
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pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan,organisasi, dsb): pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen sebagai usaha mencapai sasaran. 

 Carl J Federick sebagaimana di kutip Leo Agustino (2008:7) 

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan 

teretentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan 

bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan 

merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan , karena 

bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya 

dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu 

masalah.  

2.2.2 Kebijakan Publik  

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup 

berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, 

dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat 

bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang undang, peraturan 

pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah 

daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan 

keputusan bupati/walikota.  

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) banyak 

fereferensi, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the authoritative allocation 

of values for the whole society” atau sebagai pengalokasian nilai nilai 

secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga 

mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, 

and practic” atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam 

praktek-praktek yang terarah. 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung 

kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan 

publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain 

misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-

faktor bukan pemerintah.  
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Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah 

dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut 

masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan 

kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua 

karakteristik dari kebijakan publik, yaitu  kebijakan publik merupakan 

sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang 

dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, kebijakan publik merupakan 

sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana 

kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.  

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan 

bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.  

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to 

do” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak 

dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah 

mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik 

karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah 

untuk melakukan sesuatu.  

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai 

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau 

masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip 

Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 

pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk 

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya 

dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang 

dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok 

yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.  

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of 

values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik 

otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat 
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sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk 

pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke 

dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem 

politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai 

tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka 

diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta 

mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.  

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan 

ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 

sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 

Sehingga, dalam pengadaan ambulan siaga desa di Kabupaten Jombang 

dengan mengacu pada suatu pedoman yang mempunyai kekuatan hukum 

yang berupa UU No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 

tahun 2007 agar tersedia sarana dan prasaran kesehatan guna meningkatkan 

taraf hidup masyarakat Kabupaten Jombang. 

2.2.2.1 Tipe-Tipe Kebijakan Publik 

Ditinjau dari tipenya, menurut Rendall B. Ripley dalam bukunya 

yang berjudul Policy Implementation and Bureaucracy (1986:20) 

mengelompokkan kebijakan publik ke dalam empat tipe, yaitu:  

1. Tipe Kebijakan Distributif, merupakan tipe kebijakan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan atau mendorong aktivitas 

masyarakat tanpa adanya intervensi atau dorongan dari pemerintah. 

Pada tipe ini semua tingkatan organisasi pemerintah memiliki peran 

yang sama pentingnya dan secara umum konflik antar organisasi 

pelaksana rendah.  

2. Tipe kebijakan Redistributive, tipe ini bertujuan untuk menata 

kembali alokasi kekayaan, hak-hak atau kepentingan antar kelompok 

sosial.  

3. Tipe Kebijakan Regulative Protective, tipe ini bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dengan menetapkan kondisi atau syarat bagi 

kegiatan-kegiatan masyarakat yang hendak dilaksanakan. 
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4. Tipe Kebijakan Regulative Kompetitive, tipe ini bertujuan untuk 

menjaga agar terdapat kompetisi yang adil. Dengan kata lain, 

kebijakan tipe ini bertujuan untuk menghindari terjadinya monopoli 

oleh kelompok masyarakat atau suatu bidang dan akses tertentu.  

Berdasarkan beberapa tipe kebijakan tersebut, tinjauan Implementasi 

Operasional Ambulan Siaga Desa Di Kabupaten Jombang ini dikategorikan 

dalam tipe kebijakan Redistributive, hal ini dikarenakan kebijakan ini 

merupakan kebijakan dalam rangka mempermudah akses masyarakat dalam 

keadaan gawat darurat dan kegiatan sosial masyarakat di Kabupaten 

Jombang. 

2.2.2.2. Siklus Kebijakan Publik  

Kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan tidak begitu saja 

ada, namun melalui proses atau tahapan. Menurut William Dunn (2000) 

membagi siklus pembuatan kebijakan dalam lima tahap, yaitu:   

1. Tahap Penyusunan Agenda;  

Pada tahap ini masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain tetap menjadi fokus, sedangkan ada pula 

masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

2. Tahap Formulasi Kebijakan;  

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam perumusan 

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk 

memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor 

akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan 

masalah terbaik. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan;  

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif 

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan 

peradilan. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan; 

Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 

Beberapa implementasi mendapat dukungan para pelaksana, 

namun beberapa hal yang lain akan ditentang oleh para 

pelasana. 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan;  
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Dalam tahap ini sebuah kebijakan yang telah dijalankan akan 

dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan 

yang dibuat untuk meraih dampak yamg diinginkan yaitu untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 

 

Bagan 2.1 

Siklus Kebijakan Menurut William N.Dunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengantar Analisis Kebijakan Publik; William N. Dunn (1994).   

Pada penelitian ini, penulis lebih terfokus pada tahap implementasi. 

Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pengimplementasian dalam 

mencapai tujuan dan target yang ditentukan. Selain itu, untuk mengetahui 

bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan agar para implementor, 

stakeholder, dan target sasaran mampu memahami dan menerima kebijakan 

ini. Selanjutnya, penulis akan menggunakan konsep implementasi kebijakan 

publik dengan model implementasi kebijakan Edward III yang dianggap 

paling sesuai untuk digunakan membedah secara mendalam terhadap 

implementasi  operasional Ambulan Siaga Desa di Desa Jogoloyo 

Kecamatan Sumobito Kabupaten. 

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang dengan 

prosedur dan mekanisme yang ada. Untuk mengimplementasikan kebijakan 

publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

Penyusunan 

Formula Kebijakan 

Adopsi 

Implementasi 

Penilaian / Evaluasi 
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mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari 

program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi 

mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor 

publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian 

diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun 

kerjasama pemerintah dengan masyarakat.  

Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses yang terjadi setelah 

sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otorisasi terhadap suatu 

kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi merujuk pada 

serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti 

arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi 

meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama 

birokrasi, yang  sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi 

tercapainya suatu tujuan (Ripley & Franklin, 1986). 

Definisi yang lain diberikan oleh Malcolm L. Goggin, (1990). 

Dengan menggunakan pendekatan komunikasi, para penulis ini melihat 

implementasi sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan 

negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah 

ditetapkan. Implementasi, dalam pandangan mereka, sering disejajarkan 

dengan ketaatan (compliance) negara, atau suatu pemenuhan tuntutan 

prosedur hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Implisit dalam 

pernyataan tersebut adalah tidak adanya modifikasi atau perubahan terhadap 

suatu keputusan kebijakan yang justru dapat bertentangan dengan maksud 

para pembuat kebijakan (Goggin, et.al., 1990: 34). 

Hampir senada dengan pendapat-pendapat di atas, Merilee Grindle 

menyatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan upaya 

menerjemahkan kebi4akan publik – yang merupakan pernyataan luas tentang 

maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan – ke dalam berbagai program aksi 

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. 

Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “policy 

delivery system” yang menghubungan tujuan kebijakan dengan output atau 

outcomes tertentu (Grindle, 1980: 6).  

Model implementasi kebijakan George C. Edward III mengajukan 

empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor yang 

dimaksud antara lain meliputi :  
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1. Variabel Komunikasi (communication).  

Komunikasi kebijakan berarti merupakam proses 

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy 

maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Menurut 

Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang 

akan mereka kerjakan.   

Komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi, pertama 

transformasi (transmission), yang meghendaki agar kebijakan publik 

dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, 

dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Kedua adalah dimensi 

kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan 

kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan 

langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima 

dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi 

maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik 

tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ketiga adalah 

dimensi konsistensi (consistency) menghendaki agar dalam 

pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan 

dan dijalankan), karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, 

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana lapangan.  

2. Variabel Sumberdaya (Resources)  

Edward III (1980:11) mengemukakan bahwa faktor 

sumberdaya ini juga mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, sumberdaya 

terdiri dari empat variabel, yaitu:  

a. Sumberdaya Manusia, merupakan salah satu variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana 

kebijakan. Edward III (1980,53) menegaskan bahwa 

“Probably the most essential resources in implementing 

policy is staff”. Sumberdaya manusia (staff), harus cukup 

(jumlah) dan cakap (keahlian). Oleh karena itu, sumberdaya 

manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf 

yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan 

tugas pekerjaan yang ditanganinya. 
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b. Sumberdaya Anggaran, yang dimaksud adalah dana 

(anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi 

pelaksana kebijakan. Sumberdaya keuangan (anggaran) akan 

mempengaruhi kebehasilan pelaksanaan kebijakan. 

Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, 

terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku 

kebijakan rendah, bahkan akan terjadi goal displacement yang 

dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian 

tujuan. Maka dari itu, perlu ditetapkan suatu sistem insentif 

dalam sistem akuntabilitas.  

c. Sumberdaya Peralatan (facility), merupakan sarana yang 

digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu 

kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan saranayang 

semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan 

dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980:11).  

d. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan, yang dimaksud 

adalah informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan 

dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu 

kebijakan. Kewenangan yang dimkasud adalah kewenangan 

yang digunakan untuk membuat keputusan sendiri dalam 

bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi 

kewenanganya.  

3. Variabel Disposisi (Dispotition)  

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan 

kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa 

sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak. Hal ini dipengaruhi oleh 

pengetauan dari seorang implementor akan kebijakan tersebut mampu 

menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas 

disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. 

Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa 

menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.  

4. Variabel Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)  

Menurut Edward III (1980:125), implementasi kebijakan bisa 

jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti 
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pembagian kewenangan, hubungan antar unitunit organisasi, dan 

hubungan organisasi dengan organisasi luar.  Terdapat dua 

karakteristik utama birokrasi yaitu Standart operational Procedure 

(SOP) dan fragmentasi.  

Model implementasi kebijakan Edward III, memiliki 

hubungan dengan penelitian tentang Implementasi Operasional 

Ambulan Siaga Desa Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang. Penulis menganggap model ini bisa digunakan 

sebagai alat untuk membedah implementasi operasional ambulan 

siaga desa dengan menggunakan keempat faktor diatas.  

 

2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur / (SOP) adalah sebuah petunjuk buku 

yang sifatnya tertulis. SOP menurut pandangan Tambunan (2008:79) adalah 

pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu 

organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan 

tindakan serta penggunaan fasilitas- fasilitas proses yang dilakukan oleh 

orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard 

dan sistematis. 

Sedangkan menurut Adrinal Tanjung dan Bambang Subagjo (2012: 

18), terdapat juga beberapa pengertian umum tentang SOP, yaitu:  

a. Instruksi tertulis sederhana, untuk menyelesaikan tugas rutin 

dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi 

persyaratan operasional. 

b. Serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari 

aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi 

c. Penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, 

dimana dan oleh siapa. 

Secara menyeluruh satuan SOP akan menggambarkan secara detail 

cara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beroperasi 

(bekerja).(Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, 2012: 17). Dari 

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SOP adalah serangkaian 

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 

aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 

siapa dilakukan. 
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